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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARAREPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN  
DI LEMBAGA SANDI NEGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk memastikan pengelolaan anggaran di 

Lembaga Sandi Negara memenuhi prinsip efektivitas 
dan efisiensi dalam penggunaan sumber dana serta 
memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 
dan pemerintahan yang bersih perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang 
Pedoman Umum Pengawasan di Lembaga Sandi Negara; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2004; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 Tahun 
2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 
Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah; 

  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 
Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu 
Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
41/PMK.09/2010 Tahun 2010 tentang Standar 
Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga;  

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

